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PENDAHULUAN

Arisan merupakan kegiatan sebagai kelompok masyarakat Indonesia untuk
menyederhanakan konsep mengenai salah satu regulasi keuangan. Arisan disebut sebuah
sistem regulasi, karena didalamnya ada aturan-aturan bagi para anggotanya. Regulasi
tersebut kemudian menjadi sistem yang mengatur segala aktivitas terkait dengan uang
yang dikelola didalamnya. Arisan merupakan kegiatan pengumpulan dana yang ditarik
dengan cara diundi atau bergiliran.

Pada umumnya dalam arisan, anggota mengumpulkan uang yang bernilai sama pada
tiap-tiap periode tertentu kemudian setelah uang terkumpul salah satu dari anggota
kelompok akan keluar sebagai pemenang. Arisan memang tidak bisa lepas dari gaya dan
perilaku kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Kaitannya dengan sifat dasar sosial
masyarakat tidak bisa dipisahkan satu sama lain, sehingga membuat masyarakat gemar
melaksanakan arisan. Kegiatan sosial arisan berfungsi sebagai salah satu media untuk
saling memberi, saling membantu dan sebagai ajang silahturahmi dalam membentuk
kerukunan antar sesama.

Perjanjian pada arisan masing menggunakan sistem saling percaya satu sama lain.
Dimana perjanjian ini disebut dengan perjanjian yang dibuat secara lisan dimana perjanjian
ini tetap sah dan mengikat kepada kedua belah pihak, atau beberapa pihak karena harus
dilandasi dengan kata sepakat dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Biasanya
perjanjian lisan dibuat apbila isi perjanjiannya tergolong sederhana dan nilainya kecil.
Berbeda halnya jika perjanjian itu nilainya besar dan memiliki resiko tinggi, pada umumnya
dibuat secara tertulis. Perjanjian yang dibuat secara tertulis, tujuan utamanya adalah untuk
kepentingan pembuktian apabila dikemudian hari terdapat sengketa para pihak yang
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berjanji.

Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan
perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk
mendapatkan ganti rugi. Dengan menunjukan surat perjanjian, akan dapat mengungkapkan
peristiwa yang dibuat dimasa yang lalu (Gatot Supramono:2013). Suatu kontrak atau
perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal
tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian
tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak
yang membuatnya (Suharnoko : 2004).

Jika menjadi salah satu syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, yaitu adanya kesepakatan maka akan menjadi permasalahan jika
pihak dalam jual beli melalui internet adalah anak di bawah umur, hal ini mungkin terjadi
karena untuk mencari identitas yang benar melalui media internet tidak mudah, juga
apabila melihat unsur yang lain seperti terjadinya kesepakatan menjadi pertimbangan
untuk menentukan relevansi penerapan asas-asas hukum yang selama ini berlaku. Kegiatan
arisan kelompok dalam komunitas tertentu hampir terjadi di seluruh wilayah negeri ini.

Salah satunya adalah tradisi/kebiasaan masyarakat kelurahan Rontu Kota Bima. Di
kelurahan ini hampir semua kepala keluarga mengikuti kegiatan arisan daging, dimana
setiap anggota kelompok arisan pada saat anggota kelompok melaksanakan hajatan
pernikahan, doa, ataupun hajatan lain yang telah disepakati wajib menyetor uang sesuai
harga daging pada saat itu. Kegiatan ini dikelurahan Rontu Kota Bima sudah membudaya
karena manfaat begitu baik selain membantu anggota kelompok yang sedang
melaksanakan acara hajatan juga merupakan wadah silaturahim sesama anggota kelompok.
Hanya saja kegiatan arisan seperti ini belum jelas regulasi aturan yang mengaturnya,
sehingga jika terjadi permasalahan dikemudian hari menyulitkan bagi pengurus arisan
untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi.

METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian non
doktrinal (penelitian hukum sosiologis/empiris).
Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis
(sociologycal Approach)
Jenis Data

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder.
Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan untuk data primer bersumber dari hasil
pengamatan dan wawancara. Sedangkan untuk data sekunder bersumber dari bahan-bahan
primer berupa buku-buku, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahan hukum sekunder
berupa karya ilmiah hasil penelitian. Bahan hukum tersier berupa kamus bahasa indonesia
dan kamus hukum.
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Analisis Data
Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif dengan menggunakan
penalaran dari deduktif ke induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Keberadaan Arisan Kelompok dan Pengaturan Secara Hukum di Kelurahan Rontu
Kota Bima

Budaya asli orang Bima secara turun temurun hingga saat ini adalah adanya tradisi
“gotong royong”. Tradisi gotong royong ini memiliki nilai kebersamaan, saling membantu
dan kekeluargaan, wadah pemersatu antar keluarga dan warga sekitarnya. Di kelurahan
Rontu, sekitar tahun 1990 oleh salah seorang tokoh masyarakat bernama H. Abdul Karim
dalam rangka saling bantu di antara keluarga dan sesama, beliau menginisiasi terbentuknya
wadah perkumpulan uang 10 ribu perorang/peserta ketika keluarga hendak melaksanakan
acara pernikahan, sunatan, doa dan lain-lain.

Pada awalnya kelompok ini belum diberi nama karena baru beranggota dengan
peserta yang sangat terbatas. Seiring dengan perkembangannya dan tuntutan kebutuhan
keluarga kelompok inipun berkembang sangat pesat tidak hanya beranggotakan keluarga
dekat, tetapi juga melibatkan warga lain yang berdomisili di kelurahan Rontu. Mengingat
perkembangan dan banyaknya anggota sebagai peserta, maka kelompok ini di beri nama
kelompok/perkumpulan “Ompu Teta” kelurahan Rontu yang diketuai oleh Bapak Sukirman
hingga saat ini.

Berdasarkan hasil penelitian, untuk saat ini dikelurahan rontu tidak hanya ada
kelompok arisan “Ompu Teta”, akan tetapi sudah banyak terbentuk kelompok lain seperti
kelompok arisan Ompu Pake, kelompok arisan Ompu Salia dan lain-lain. Bahkan hampir di
seluruh RT terdapat kelompok arisan seperti ini. Selain ada kelompok arisan keluarga ada
juga kelompok arisan umum yang melibatkan seluruh warga masyarakat kelurahan Rontu.

Hasil wawancara dengan Bapak Sukirman tanggal 20 juni 2021, bahwa manfaat
dari keikutsertaan pada kelompok-kelompok yang ada para anggota arisan jika
mengadakan sebuah acara, maka akan memperoleh hasil perkumpulan yang sangat
bervariatif. Misalnya pada kelompok-kelompok keluarga rata-sata akan mendapatkan 20-
30 juta per peserta arisan. Sedangkan yang ikut pada kelompok/perkumpulan umum rata-
rata mendapatkan 60-76 juta rupiah. Tinggi rendahnya perolehan hasil kumpulan arisan ini
sangat tergantung seberapa banyak yang bisa mengikuti atau menjadi anggota
perkumpulan arisan tersebut.

Perkumpulan arisan ini di dalam prakteknya di kelurahan Rontu hanya ada 2 (dua)
jenis perkumpulan yaitu perkumpulan arisan daging dan arisan uang. Akan tetapi akhir-
akhir ini hampir semua kelompok atau perkumpulan arisan tersebut menyepakati
perkumpulan arisan daging. Menurut Ibrahim H. Hasan salah seorang peserta arisan
menjelaskan, bahwa anggota kelompok arisan lebih sepakat jika arisan di lakukan dengan
menyepakati arisan uang menjadi arisan daging.

Hal ini di maksudkan agar peserta arisan akan menyetor uang sesuai dengan harga
daging di pasar. Sehingga tidak ada anggota yang merasa dirugikan, karena uang akan
menyesuaikan diri dengan harga daging di pasar. Karena harga daging selalu berubah baik,
sementara nilai uang juga tetap statis. Pengaturan secara hukum terkait pelaksanaan arisan
keluarga sesungguhnya belum di atur secara khusus oleh aturan hukum yang ada, akan
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tetapi sebagai landasan hukum secara umum dapat bersumber dari KUHPer (Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata) sebagai rule of lawnya.

Berikut ini akan di kemukakan beberapa pasal di dalam Burgerlijk Wet Boek (BW)

atau dalam referensi hukum Indonesia di kenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPerdata) yang berkenaan dengan perikatan-perikatan yang di lahirkan dari
kontrak atau perjanjian antara lain sebagai berikut :

Pasal 1313 KUHPerdata

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Pasal 1314 KUHPerdata

“Suatu perjanjian dibuat dnegan cuma-cuma atau beban. Suatu perjanjiand engan
cuma-cuma adalah suatu perjanjian dengan nama pihak yang satu memberikan
suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi
dirinya sendiri. Suatu perjanjian atas beban, adalah suatu perjanjian yang
mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat atau sesuatu atau
tidak berbuat sesuatu”

Pasal 1315 KUHPerdata

“Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau
meminta ditetapkannya suatu janji dari pada dirinya sendiri”

Pasal 1316 KUHPerdata

“Meskipun demikian adalah diperbolehkan untuk menanggung atau menajmin
seorang pihak ketiga, dnegan menjanjikan bahwa orang ini akan berbuat sesuatu,
dengan tidak mengurangi tuntutan pembayaran ganti rugi terhadpa siapa yang
telah menanggung pihak ketiga itu atau yang telah berjanji, untuk menyuruh pihak
ketiga tersebut menguatkan sesuatuy, jika pihak ini menolak memenuhi
perikatannya”.

Pasal 1318 KUHPerdata

"Jika seorang minta diperjanjikan suatu hal, maka dianggap bahwa itu adalah untuk
ahli waris-ahli waris dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali
jika dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjian, bahwa
tidak sedemikianlah maksudnya”.

Pasal 1320 KUHPerdata

"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1.Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

3. Suatu hal tertentu

4. Suatu sebab yang halal

Pasal 1338 KUHPerdata

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi
mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain
dengan sepakat kedu abelah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-
undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan
tidak baik”.
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® Pasal 1339 KUHPerdata
"Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan
didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian,
diharuskan oleh keputusan, kebiasaan atau undang-undang”.
® Pasal 1340 KUHPerdata
"Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu
perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-
pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam
pasal 1317”.
® Pasal 1341 KUHPerdata
"Meskipun demikian tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala
perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang dengan nama
apapun juga, yang merugikan orang-orang berpiutang, asal dibuktikan, bahwa
ketika perbuatan dilakukan, baik si berutang maupun orang dengan atau untuk
siapa si berutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat
yang merugikan orang-orang yang berpiutang. Hak-hak yang diperbolehnya dengan
itikad baik oleh orang-orang pihak ketiga atas barang-barang yang menajdi pokok
perbuatan yang batal itu, dilindungi. Untuk mengajukan hal batalnya perbuatan-
perbuatan yang dilakukan dengan cuma-cuma oleh si berutang cukuplah si
berpiutang membuktikan bahwa si berutang pada waktu melakukan perbuatan itu
tahu, bahwa ia dengan berbuat demikian merugikan orang-orang yang
mengutangkan padanya, tak peduli apakah orang yang menerima keuntungan juga
mengetahuinya atau tidak”.
® Pasal 1866 KUHPerdata
”Alat-Alat bukti terdiri atas :
Bukti tulisan;
Bukti dengan saksi-saksi;
Persangkaan-persangkaan pengakuan;
Sumpabh.
Segala sesuatunya dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkannya dalam
bab-bab yang berikut.

Selain ketentuan pasal yang ada di KUHPerdata dapat juga dijadikan dasar, terutama
jika terjadi wanprestasi misalnya ketentuan pasal 164 Het Herzeine Indonesisch Reglement
(HIR) yang berisi bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai bukti yaitu bukti tulisan, saksi,
pengakuan dan sumpah. Selain itu, jika arisan di lakukan secara online maka UU yang dapat
di pakai adalah UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE)
terutama pasal 5 ayat (1) yang berbunyi :

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya
merupakan alat bukti hukum yang sah”.

Sementara landasan hukum berupa Peraturan Daerah Kota Bima sampai saat ini
belum ada yang mengatur khusus terkait dengan kegiataan arisan, hanya saja selama ini,
landasan yang dipakai adalah unsur kepercayaan dan itikad baik.

Akibat Hukumnya Jika Satu Orang atau Lebih Melalaikan Kewajibannya Untuk
Membayar Uang Arisan di Maksud
Filosofi terbentuknya kelompok/perkumpulan arisan daging di Kelurahan Rontu Kec.
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Rasanae Timur Kota Bima adalah wadah untuk saling bantu dan membantu, silaturahmi,
gotong royong diantara keluarga atau masyarakat sekitar. Apabila diantara anggota yang
lalai atau tidka membayar maka berdasarkan kesepakatan tetap diberi kesempatan untuk
membayar pada kesempatan berikutnya. Dengan ketentuan kasus membayar double sesuai
berapa kali yang bersangkutan tidak menyetor atau membayar uang arisan.

Lain halnya jika peserta ialah seorang atau berapa orang tidak membayar uang arisan
padahal yang bersangkutan sudah mendapatkan jatah lebih dahulu, sehingga periode
selanjutnya adalah kewajiban yang bersangkutan untuk membayar/menyetor uang arisan
pada kelompok arisan daging. Jika terjadi kasus seperti ini maka menurut penyusun
dapatlah dilakukan ketentuan yang ada didalam KUHPerdata dan aturan hukum yang lain.
Karena kegiatan kelompok arisan daging (membayar dengan menggunakan uang sesuai
dengan harga daging pada saat itu) adalah perbuatan hukum, maka konsekuensinya atas
perbuatan tersbeut adalah menimbulkan akibat hukum baik secara perdata maupun
pidana.

Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan diartikan sebagai kegiatan
mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi
di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan
dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Bahwa
ketika peserta arisan telah sepakat untuk mengadakan suatu arisan dengan nilai uang atau
barang tertentu dan dalam periode waktu tertentu maka sebenarnya diantara para peserta
arisan telah terjadi suatu perjanjian. Arisan diakui sebagai perjanjian walaupun seringkali
dilakukan berdasarkan kata sepakat dari pesertanya tanpa dibuatkan suatu surat
perjanjian.

Karena, syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), memang tidak mensyaratkan bahwa suatu
perjanjian harus dalam bentuk tertulis. Perjanjian arisan tersebut akan menimbulkan hak
dan kewajiban diantara para pesertanya. Bahwa menurut keterangan klien, salah satu
member/anggotanya sampai saat ini setiap ditagih selalu menghindar/mengelak sehingga
semakin lama, hutangnya semakin banyak. Bahwa terdapat hubungan hukum antara
peserta dengan ketua/pengurus dalam suatu arisan yang disepakati bersama. Hubungan
arisan tersebut timbul karena perjanjian. Dari perjanjian itu muncul hak dan kewajiban.
Maka pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dapat digugat atas dasar wanprestasi.

Bahwa istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk.
Wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, melaksanakan yang
diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi
terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Pakar
hukum pidana Yahya Harahap mengartikan wanprestasi dengan pelaksanaan kewajiban
yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Pihak yang
merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian,
pembatalan perjanjian, atau meminta ganti kerugian pada debitur.

Bahwa ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan,
kerugian yang timbul akibat wanprestasi tersebut, serta bunga. Pengertian bunga di sini
adalah hilangnya keuntungan yang sudah diperkirakan atau dibayangkan oleh kreditur
seandainya tidak terjadi wanprestasi. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sudah
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terdapat hubungan hukum antara peserta dengan ketua/pengurus dalam suatu arisan yang
disepakati bersama. Hubungan arisan tersebut timbul karena perjanjian. Dari perjanjian itu
muncul hak dan kewajiban. Maka pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dapat digugat
atas dasar wanprestasi.

Selain itu, kesengajaan tidak membayar arisan walaupun sudah di tagih secara wajar
tetapi tidak juga membayar maka dapat dijerat pidana penggelapan sebagaimana diatur
dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Barang siapa dengan sengaja dan
melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah
kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana
denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Kemudian merujuk pada Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012
tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, maka
ancaman denda di pasal tersebut dilipatgandakan menjadi paling banyak Rp 900 ribu. R.
Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-
Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menyatakan bahwa penggelapan adalah kejahatan
yang hampir sama dengan pencurian tetapi pada penggelapan pada waktu dimilikinya
barang tersebut, sudah ada di tangannya tidak dengan jalan kejahatan/melawan hukum.

Unsur-unsur penggelapan yang harus terpenuhi adalah : Barang siapa (ada pelaku);
Dengan sengaja dan melawan hukum; Memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian
adalah kepunyaan orang lain; Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena
kejahatan. Mengenai makna dari “memiliki” dalam unsur ke-3 pasal tersebut, mengutip dari
pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumedang No.
130/Pid.B/2013/PN.Smd. (hal. 23), bahwa “memiliki” menurut arrest Hoge Raad 16
Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak
sebagai pemilik barang tersebut, dalam hal ini berlawanan dengan hukum yang mengikat
padanya sebagai pemegang barang itu.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapatlah ditarik
beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Perkumpulan arisan daging di kelurahan Rontu kec. Rasanae Timur memang benar-
benar ada, bahkan telah menjadi tradisi bagi warga kelurahan Rontu sebagai wadah
untuk saling bantu dan membantu antar keluarga dan masyarakat sekitar, hanya saja
sampai saat ini belum ada ketentuan hukum yang mangatur secara khusus tentang
arisan baik beberapa UU maupun beberapa Perda Kota Bima. Akan tetapi, arisan ini
adalah model perikatan maka dapat digunakan beberapa pasal yang ada di dalam
KUHPerdata khususnya menyangkut perikatan dan perjanjian.

2. Bila terjadi kelalaian pembayaran uang arisan daging, maka tetap di beri kesempatan
untuk membayar dobel di periode beirkutnya. Namun jika ada salah seorang atau
beberapa orang anggota tidak mau sama sekali membayar uang arisan, padahal telah di
tagih secara patut dan wajar, bahkan digunakan jalur kekeluargaan namun tidak juga
mau membayar, maka dapat dilakukan penagihan paksa atau bahkan dituntut dengan
pasal penggelapan dalam KUHP. Selain itu terdapat pula beberapa landasan hukum

https://bajangjournal.com/index.php /JPDSH


https://bajangjournal.com/index.php/JPDSH

144

JPDSH p-ISSN: 2808-9650
Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora e-ISSN: 2808-9219
Vol.1, No.2, Desember2021

yang bisa digunakan untuk menjerat anggota tersebut yakni dengan KUHPerdata, KUHP
bahkan bisa di jerat dengan UU ITE (jika arisannya online).

Saran

Kegiatan arisan saat ini sudah terlaksana hampir diseluruh wilayah republik ini,
karena kegiatan tersebut terasa sangat membantu para anggota arisan. Mengingat kegiatan
ini sudah terlampau banyak di beberapa wilayah, maka sebaiknya pemerintah dan DPR RI
segera membuat UU tersendiri tentang arisan.
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